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kasus penyimpangan dana

sosialisasi dan
pengkaderan di
Badan Narkotika
Nasional (BNN)
Kabupaten
Donggala yang
bersumber dari
APBN tahun
2012 rupanya
sudah lama ter-
cium BNN Pusat.
Informasi di-
himpun, sudah

KASUS BNNK DONGGALA
‘Dalam Pengawasan BNN Pusat

' PALU, MERCUSUAR - Dugaan ada proses pemeriksaan inter-

69

Kalau di situ ada
pelanggaran
penyimpangan,
harus diproses
sesuai hukum,”

nal yang dilakukan BNN Pusat

oleh Inspektorat
Pengawas Utama
(Irwastama).
Kepala BNNP
Sulteng, Kombes
Pol Dr Sutarso SH
membenarkan pe-
meriksaan tersebut
berlangsung sejak
beberapa bulan lalu.
“Pas saya masuk

Kepala BNNP Sulteng, Sini, pas ada peme-
Kombes Pol Drs Sutarso SH riksaan,” kata Sutarso

ketika dikonfirmasi di ruang
kerjanya, Senin (13/5/2013).
Sutarso mulai menjabat Kepala
BNNP Sulteng sejak Maret 2013.
Namun, ia mengaku belum
mendapat laporan perihal per-
kembangan penanganan kasus
tersebut. Yang pasti, proses
pemeriksaan indikasi kerugian
negara masih berlangsung se-
cara internal.

Demikian halnya di ting-

" kat aparat kepolisian resort

Baca PENGAWASAN di hal.11
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Penyimpangan Anggaran Ha_rus Diproses Hukum

# PENGAWASAN ..ottt sambungan dari hal. 1

Donggala yang menangani kasus
ini. ¢
Menurut mantan pejabat BNN
Pusat ini, pihaknya menginginkan
pemerintahan yang bersih dan
akuntabel, termasuk yang berada di
lingkungan BNN. “Kalau di situ ada

pelanggaran penyimpangan, harus’

diproses sesuai hukum,” katanya.
Adakah sanksi terhadap pihak-
pihak yang terkait kasus tersebut?
Menurut Sutarso, sanksinya berting-
- kat. Jika ternyata pelanggarannya
mengarah kepada administrasi,
maka akan dilayangkan teguran
tertulis. Sedangkan jika kesalahan
itu terletak pada penyimpangan

anggaran, selain harus diproses
hukum, yang bérsangkutan bisa
diberhentikan.

Anggaran yang disalahgunakan itu -

juga harus dikembalikan ke negara.

Sekaitan dengan pemberhentian,

dalam rangka pembinaan Sutarso
mengatakan BNN di tingkat provinsi
boleh memberikan sanksi. “(Untuk

kasus BNK Donggala) Sejauh ini -

masih proses audit di Irwastama,”
ujarnya.

Sementara itu, Polres Donggala

yang menyelidiki kasus penyim-
pangan anggaran di BNNK Donggala
sejauh ini belum berani menyebut
tersangka. Walau status hukumnya

‘sudah ditingkatkan dari tahap peny-
elidikan ke tahap penyidikan.
Sinyal rencana peningkatan status
penanganan proses hukum indikasi
penyimpangan dana sosialisasi
dan pengkaderan yang bersumber
dari APBN tahun anggaran 2012
di BNNK Donggala akan ditingkat-
kan, diutarakan sebelumnya oleh
Kapolres Donggala AKBP Guruh Arif
Darmawan melalui Kasat Reskrim

" Polres Donggala AKP Margianta.

Menurut Kasat Reskrim, dalam
waktu dekat ini akan meminta ke-
terangan sejumlah pemilik hotel
tempat kegiatan sosialisasi, yang

~ diantaranya berada di Palu. par




